
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

BUPATICIREBON,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2021

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENCIREBON
NOMOR 1TAHUN2022

Mengingat

Menimbang

NOMOR 1 TAHUN2022

LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBON

SALINAN



9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2007 Nomor 15);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);
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Rp378.206.410.319,34
Rp365.329.668.174,07

Rp365.329.668.174,07
0,00

c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp3.955.687.923.988,27
b. Belanja Rp3.942.811.181.843,00

Surplus Rp12.876.742.145,27

Pasal2

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan Laporan Kinerja, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik DaerahjPerusahaan Daerah dan Laporan Keuangan Dana Desa.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIREBON
dan

BUPATI CIREBON

Dengan Persetujuan Bersama
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(Rp1.005.663.4 74,00)
Rp365.329.668.174,07

Rp364.324.004.700,071. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah
Perubahan

2. Realisasi
Selisih Lebih / (Kurang)

(fj Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp1.005.663.474,00) dengan rincian sebagai berikut:

Rp1.000.000.000,00
RpO,OO2. Realisasi

Selisih Lebih / (Kurang)

(e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rp1.000.000.000,OO

Perubahan

(Rp5.663.474,00)
Rp365.329.668.174,072. Realisasi

Selisih Lebih / (Kurang)

(d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp5.663.474,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp365.324.004.700,07

Perubahan

(Rp377.200.746.845,34)

(Rp364.324.004.700,07)
Rp12.876.742.145,272. Realisasi

Selisih Lebih / (Kurang)

sejumlah(c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit)
(Rp377.200.746.845,34)dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus /fdefisit] Setelah Perubahan

Rp4.257.145.169.938,07
Rp3.942.811.181.843,OO
Rp314.333.988.095,07Selisih Lebih / (Kurang)

(b) Selisih anggaran dengan realisasi belanja
Rp314.333.988.095,07dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan
2. Realisasi

Pasa13

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
se bagai beriku t :
(a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

(Rp62.866. 758. 750,27) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp3.892.821.165.238,OO
2. Realisasi Rp3.955.687.923.988,27

Selisih Lebih / (Kurang) (Rp62.866.758.750,27)

sejumlah
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Rp365.945.713.213,07
Rp373.038.410.404,27

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk
Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Pasal7

Rp1S3.163.4S2.400,S1Surplus/Defisit Laporan Operasional

Rp153.451.355.112,27

(Rp287.902.711,76)

(RpO,OO)

Surplus dari Kegiatan Operasional

b. Kegiatan Non Operasional

c. Pos Luar Biasa

Rp3.710.729.048.704,76

Rp3.557 .277.693.592,49

1. Pendapatan

2. Beban

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun
Anggaran 2021 sebagai berikut :
a. Kegiatan Operasional

Pasal6

Rp4.873.837.700.178,15

Rp148.247.714.041,67

Rp4.725.589.986.136,48

a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember
2021 sebagaiberikut:

Pasal5

Rp378.206.410.319,34

RpO,OO

Sebelumnya

g. Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp378.206.410.319,34

RpO,OOTahunPembukuanKesalahanf. Koreksi

Rp378.206.410.319,34AnggaranPembiayaand. SisaLebihjKurang

(SiLPA)

e. Subtotal (c + d)

Rp365.329.668.174,07

Rp365.329.668.174,07

RpO,OO

b. Penggunaan SALsebagai Penerimaan

c. Subtotal (a - b)

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b
Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Pasal4
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Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran 1.3

2. Lampiran 1.2

a. Lampiran I

1. Lampiran 1.1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah im,
terdiri dari :

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasa19

Rp4.725.589.986.136,48
Kebijakan j Kesalahan Mendasar

e. Jumlah Ekuitas Akhir

Perubahand. Dampak

a. Ekuitas Awal
b. SurplusjDefisit Laporan Operasional
c. RKPPKD

Rp4.599.846.381.798,82
Rp153.163.452.400,51

RpO,OO
(Rp27.419.848.062,85)Kumulatif

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai
berikut:

Pasa18

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non (Rp360.161.668.259,OO)
Keuangan

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan RpO,OO

e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran (Rp616.045.039,OO)

f. Lain-lain RpO,OO
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021 Rp378.206.410.319,34
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Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
DaerahjPerusahaan Daerah terdiri atas:

Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha
Milik DaerahjPerusahaan Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan labaj rugi)
Badan Usaha Milik DaerahjPerusahaan Daerah.

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar sub kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
Berikutnya;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Neraca;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Rekapitulasi Realisasi belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta
keluaran;
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Lampiran XX.2

Lampiran XX.1

t. Lampiran XX

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

1. Lampiran IX

J. Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

p. Lampiran XVI

q. Lampiran XVII

r. Lampiran XVIII

s. Lampiran XIX

4. Lampiran 1.4
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NIP. 19771122 200501 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(1/163/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
IKep.alaBagian Hukum

LEMBARANDAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 1

HILMYRIVA'I

ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Oktober 2022

IMRON

ttd

BUPATI CIREBON

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Oktober 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 11
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